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PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 30 November 1984,
agama lIslam, pekerjaan lbu rumah tangga, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan
Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten
Bulungan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Sul Sel, 12 Desember 1982, agama Islam,
pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman
Dahulu tinggal di xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tanjung Selor
Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,
Sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya yang pasti
di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatanya tanggal 06 Januari 2020
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe,
tanggal 06 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15
Februari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan
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xxxx, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxXx,
tanggal 16 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

a. Muhammad Dhafi Dhaifullah umur 15 tahun

b Dhaifa Nahda Nabila umur 14 tahun

C. Dhifa Nur Fajriah umur 12 tahun

d Muhammad Rebiannurillah umur 11 tahun

e. Adzian Nur Akbar umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat
selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat
pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tahun 2011 dan
sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya;
7. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat
dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak,
namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan

perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :
Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Samsu Alam bin Lawu)
terhadap Penggugat (Eka Dwi Novianti binti Syahrul);
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3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;
Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) tanggal 08 Januari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020 yang dibacakan
di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan
bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK
XXXXXXXXXXXXX tertanggal 08 Juni 2018. Bukti fotokopi surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang
ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazagelen, oleh Ketua
Majelis diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxx kepala keluarga
atas nama Tergugat tertanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.
Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim
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dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta
telah di-nazagelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2). Diberi tanggal
dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 16 Februari
2003 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXX
Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan
aslinya serta telah di-nazagelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3).
Diberi tanggal dan paraf;
4, Asli Surat Keterangan Ghoib tertanggal 31 Desember 2019, yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT. 41 serta diketahui dan
ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung
Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan
aslinya serta telah di-nazagelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4).
Diberi tanggal dan paraf;
B. Saksi :
lo---e-- Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Desa Tanjung Palas
Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama
di Tanjung Selor Hilir atau di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang
anak, yang bernama:
1) X00XXXXXXXX
2)  XXXXXXXXXXKXX
3)  XXXXXXXXKKKKXK
4)  XXXRRXXXXXXXX

5)  XXXXXXXXXXXXX
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- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis sejak tahun 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat dan tidak pernah kembali, serta tidak diketahui kemana
Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tahu pada kisaran tahun 2012 Tergugat datang
kembali untuk menjenguk dan memberi nafkah anak, namun kemudian
pergi lagi tanpa menginap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari orang tua Penggugat bahwa
Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak berhasil
dikarenakan orang tua Tergugat telah meninggal dunia dan saudara
Tergugat tidak dapat dihubungi;
- Bahwa saksi mendengar dari pernyataan Penggugat bahwa ia
telah menikah lagi dengan seseorang yang bernama XXxxxxXxxx di
Samarinda;
R Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxx Desa Tanjung
Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama
di Tanjung Selor Hilir atau di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang
anak, yang bernama:
1) X00XXXXXXXX
2)  XXXXXXXXXXKXX
3)  XXXXXXXKXXKXX
4)  XXXRXXXXXXXXX
5)  XXXXXXXXXXXXX
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis sejak tahun 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan
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Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, serta tidak diketahui kemana
Tergugat pergi;

- Bahwa saksi tahu pada kisaran tahun 2012 Tergugat datang
kembali untuk menjenguk dan memberi nafkah anak, namun kemudian
pergi lagi tanpa menginap di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mendengar dari pernyataan Penggugat bahwa
Penggugat sering cek-cok dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mendengar dari kakak kandung Penggugat bahwa
Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak berhasil
dikarenakan orang tua Tergugat telah meninggal dunia dan saudara
Tergugat tidak dapat dihubungi;

- Bahwa saksi mendengar dari pernyataan Penggugat bahwa ia
telah menikah lagi dengan seseorang yang bernama Xxxxxxxxx di
Samarinda;

Penggugat menyatakan bahwa ia mengaku telah menikah dengan
seorang yang bernama xxxxxxxx di Samarinda dan Penggugat menyampaikan
kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

LU'JHJulll_o.é.:.adulmewu |Q.I-
PUPEEUE 1 INATETE ,L,,“udllwl,f
d_;;.;" USJ 4@9[-0.)_9 ‘O_g.J Jl_g._ol Jl-?) &sy
olo,( 51— Sl &5 S Hieilly cnei— 2l L2

) ssigaddl

Dari Ibnu ‘Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam

Artinya :

bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya
orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,
haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang
mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqj);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3)
dan (P.4), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk
dan fotokopi Kartu Keluarga telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, dan bukti-bukti surat tersebut dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti-bukti surat
tersebut merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian
sempurna.

Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa :
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--Tergugat anak dari ayah bernama xxxxxxxx yang lahir di Bone pada tanggal
12 Desember 1982, dan keterangan tersebut sesuai dengan identitas
Tergugat tersebut di atas;

----Penggugat anak dari ayah bernama xxxxxxxx | yang lahir di Tanjung Selor
pada tanggal 30 November 1984, dan keterangan tersebut sesuai dengan
identitas Penggugat tersebut di atas;

------ Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima)
orang anak, yang masing-masing bernama:

1) XXXXXXXX;

2) XXXXXXXX;
3) XXXXXXXX;
4) XXXXXXXX;
5) XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah di-
nazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan yang menurut
ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 merupakan pejabat yang
berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya bukti surat
tersebut merupakan akta otentik. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
terkait pada tanggal 15 Februari 2003, dan bukti surat tersebut relevan dengan
dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan bukti P-2 tersebut di atas. Dengan
demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (asli Surat Keterangan) telah di-
nazagelen yang dikeluarkan Ketua RT.41 Kelurahan Tanjung Selor Hilir
Kecamatan Tanjung Selor dan ketahui oleh Kepala Kelurahan Tanjung Selor
Hilir, Bukti tersebut menerangkan bahwa Samsu Alam in casu Tergugat tidak
lagi tinggal di alamat tersebut di atas sejak tahun 2011. Meskipun bukti tersebut
dikeluarkan oleh RT setempat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti
tersebut merupakan bukti permulaan dan bukan akta otentik, oleh karenanya
bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;
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Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya
sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah
disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi
syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg
dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan
Tergugat berkediaman bersama di Tanjung Selor Hilir dan telah dikaruniai 5
(ima) orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena
saksi-saksi keduanya adalah sepupu dari Penggugat serta sering berkunjung
ke rumah Penggugat. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka
2 (dua) dan 3 (tiga), oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat meteriil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Edy Agustiawan bin Abdurachim
mengenai :

- Penggugat beserta kelima orang anaknya tinggal di rumah orang
tua Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011,
namun pada kisaran tahun 2012 sempat kembali untuk menjenguk dan
memberi memberi nafkah anak kemudian pergi lagi tidak menginap, dan
hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah
kembali
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak pernah
melihat Tergugat;
- Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil
dikarenakan orang tua Tergugat telah meninggal dan saudara dari
Tergugat tidak dapat dihubungi;

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Siti Hapisa binti Abdul Majid
mengenai :

- Penggugat beserta kelima orang anaknya tinggal di rumah orang
tua Penggugat;
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- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011,
namun pada kisaran tahun 2012 sempat kembali untuk menjenguk dan
memberi memberi nafkah anak kemudian Tergugat pergi lagi dan tidak
diketahui keberadaannya serta tidak pernah kembali hingga sekarang;

- Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil
dikarenakan orang tua Tergugat telah meninggal dan saudara dari
Tergugat tidak dapat dihubungi;

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas, menurut
Majelis Hakim saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan bukti P-4 dan
relevan dengan dalil gugatan angka 6 (enam). Oleh karena itu keterangan
saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan
Tergugat masing-masing telah menikah dengan orang lain tidak dapat diterima
sebagai bukti karena keterangan tersebut diperoleh saksi-saksi berdasarkan
cerita dari orang tua dan kakak Penggugat, tanpa pernah melihatnya. Oleh
karenanya keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pengakuannya menyatakan telah
menikah secara sirri dengan xxxxxxxx di Samarinda yang hingga kini telah
berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi-saksi dan
pengakuan Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 15 Februari 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama KUA Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan
telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tanjung Selor
Hilir, dan sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa
sebab dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang serta Tergugat
tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat telah menikah secara sirri dengan xxxxxxxx di
Samarinda sejak tahun 2019;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa apabila suami pergi meninggalkan isteri tanpa alasan dan
tujuan yang jelas yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang dari 2 (dua)
tahun lamanya dan selama itu tidak pernah kembali serta tidak diketahui
keberadaanya dan isteri mengajukan gugatan cerai, telah menunjukan
ketidakharmonisan rumah tangga tersebut. Sehingga telah memenuhi
klualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang
termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :

_9| 45.7_9_)" Asars guoLQ." J.)J l.bl_g.‘-.) w.- |.)|_9
olgs ano LY sliuVl OlSg zoll ol sl
AVl e usladl j=eg lghio a6 uianll

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan

Artinya :

bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal
yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas
antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :

U-° ..A.Lla.. Ul 4_7_9_).11 ul Ule ,ol.oyl wadd
Les zosdl Lol cacol Is] gupaill uolall
sl legilial sl lgaw ol lgs o Jio Laglliol
leal,S] ol Slas ¥ sall sVl £oil o £

Jxall ol Josll o Sio cle

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan

Artinya :

kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia
mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya

sehingga siisteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah

Hal. 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-
maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti
yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa

perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar’ah bainal Figh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i,
halaman 100 :

Sl il po axbiiwiY axz o ll slaxll oLs
asryis oy yio o ass Lolas gl—illy
el I ol awl % Lagos pssatbiio
wgiii Ol Jazdl go ails Lgsbsl LS |yalas
all Ja) gazgidl o23d oar axzg il as Mall
sz ailind 5l S5, s Logio 25l JSI congs

S5V o ais Laladl ano

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya
perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya
yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan
tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.
Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik
yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan
antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah
menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali
dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

e e Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz | halaman 83 :
u_)la.-a.- o —d au.lo." pUa.a ‘ou‘uyl _)L:l .).9_9
y_g cl“-l I.e.ns &Q.u AR ‘n.l_g 01.7_9)__" oL_nJl."
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zou olali i g ausall pr il gaz g
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Artinya :

Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,
dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang
berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat
keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

ale sl Lg>53) a5l aié; pae bl 15)
iall Luolall

Artinya :
“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka
Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di
atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara normatif telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenannya gugatan
Penggugat dinyatakan beralasan dan sepatutnya dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, maupun filosofis,
Majelis berpendapat bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat dapat dipertahankan karena bukan saja rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, namun hati keduanya juga
telah retak, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan
bahwa : “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama,
salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan
pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” (vide Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal
31 M ei 2017).

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun
2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan
Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret
2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta
menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator
antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak
ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-
masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi
pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan
dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 tidak terdapat catatan yang
menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat
atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat
terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat
dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata
di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma,
S.H.l,, M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.l. dan Imam
Faizal Baihagi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.
M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. Arwin Indra Kusuma, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota,
ttd
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Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Perincian biaya :
Drs. M. Nasir

Pendaftaran Rp 30.000,00

Proses Rp 50.000,00

Biaya Panggilan Rp 300.000,00

PNBP Panggilan Rp 20.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)
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